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BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pengertian Bank dan Klasifikasi Bank 

1.1.1 Pengertian Bank

Menurut UU no 10 tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang 

perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun 

dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan 

menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan 

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun 

dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik 

seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.

Berikut ada beberapa pengertian bank :

1. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 
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2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. 

Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang

membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank 

Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit 

Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank 

Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang 

dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan 

memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga 

tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih 

diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh 

karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status 

lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam 

pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan dan tatacara pemberian status 

lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..

3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.Bank Syari’ah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, 

baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan 

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syari’ah yaitu jual beli dan bagi hasil.
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Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari’ah adalah hukum 

Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Larangan terutama berkaitan 

dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Kepengurusan Bank Syari’ah:

1) Dewan komisaris dan Direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syari’ah yang berkedudukan di kantor pusat.

2) Dewan pengawas syari’ah adalah dewan yang bersifat independen, yang 

dibentuk oleh dewan syari’ah nasional dan ditempatkan pada bank yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, dengan tugas 

yang diatur oleh dewan syari’ah nasional.

1.2 Jenis,Fungsi dan Peranan Perbankan

1.2.1 Jenis - Jenis Bank

1. Bank Sentral 

Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang 

nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, 

mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, 

menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang 

rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh 

bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai 

layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun 
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dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit 

pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, 

menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, 

dan lain sebagainya.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah 

umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha-usaha bank 

umum yang utama antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat 

deposito, tabungan

2. Memberikan kredit

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

4. Memindahkan uang

5. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain

6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga

7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:

1. Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya sampai 

ke luar negeri.

2. Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di 

dalam negeri saja.
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3.  Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank Perkreditan Rakyat / BPR adalah bank penunjang yang memiliki 

keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang 

terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, 

menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip 

bagi hasil, penempatan dana dalam SBI / Sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank 

dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank 

Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk 

deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu.Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, dan tabungan

2. Memberi kredit

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan yang ditetapkan pemerintah

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

4. Bank Syariah

Bank Syari’ah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip Syari’ah yaitu jual beli dan bagi hasil.
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Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari’ah adalah hukum 

Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Larangan terutama berkaitan 

dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Kepengurusan Bank Syari’ah:

Dewan komisaris dan Direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syari’ah yang berkedudukan di kantor pusat.

Dewan pengawas syari’ah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk 

oleh dewan syari’ah nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, dengan tugas yang diatur oleh dewan 

syari’ah nasional.

1.3 Klasifikasi dan Jenis Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip 

syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti 

ketentuan – ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank syariah adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam 

kegiatannya dapat memberikan/tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan 

pada Al-Qu’ran dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.
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Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu 

menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama 

masalah larangan riba, serta hal – hal yang berkaitan dengan norma ekonomi 

dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidak 

jelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi.

Selain dalam Al-Qur’an, larangan riba juga terdapat dalam hadits 

Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau 

laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi.

Perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan 

disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci 

landasan hukum dan jenis – jenis usaha yang dapat dioperasikan dan 

diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut memberi arahan bagi bank –

bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau 

mengkonversi menjadi bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

A. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai 

bank devisa dan bank non devisa.

B. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di 
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kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai 

kantot induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. UUS 

berada satu tingkat di bawah direksi umum bank konvensional bersangkutan. 

UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 

hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan 

atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI 

atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

1.3.1 Falsafah Operasional Bank Syariah

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan 

transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada 

prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar 

mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang matang atau proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan 

mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling 

meningkatkan produktivitas.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan 

Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap 

lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama yang 

harus dihindari.
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a Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara :

1 Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya 

terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang 

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan 

tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, 130)

2 Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi

dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik 

kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab No. 15511 s/d 1567)

3 Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas 

hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai.

b Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi 

kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan 

perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang 

dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada 

barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya 

penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

1.4 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

1.4.1 Tujuan Bank Syariah

a Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, 

khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindari dari 

praktek–praktek riba atau jenis–jenis usaha/perdagangan lain yang 
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mengandung unsur tipuan (gharar), dimana jenis–jenis usaha tersebut selain 

dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap 

kehidupan ekonomi umat.

b Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan 

pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang 

amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

c Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membukakan peluang 

berusaha yang lebar, terutama pada kelompok miskin, yang diarahkan pada 

kegiatan usaha yang produktif (berwirausaha). Untuk menjaga kestabilan 

ekonomi/moneter. Dengan aktivitas–aktivitas Bank Islam yang diharapkan 

mampu menghindari inflasi dan negative spread akibat penerapan sistem 

bunga.

d Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya 

bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh 

gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

1.4.2 Fungsi Bank Syariah

a Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, 

karena besar–kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana 

yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan 

profesionalisme dari bank syariah.
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Bank syariah melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah. Bank di 

dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang 

melakukan investasi dana–dana pihak lain.

b Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang di simpan pada bank tersebut (dana 

pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi 

yang sesuai dengan syariah.

Invetasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-

menyewah, musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna, 

pembentukan perusahaan, dll.

c Jasa keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 

konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, 

pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asal tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk 

memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya letter of 

guarantee, wire transfer, letter of credit.

d Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank–bank syariah memberikan 

pelayanan sosial baik melalui Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana 

sumbangan sesuai dengan prinsip–prinsip Islam.
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Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank – bank Islam 

untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya 

manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

1.4.3 Produk – Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi 

menjadi tiga bagian besar, yaitu :

A. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaan, yaitu :

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang 

dilakukan dengan prinsip jual beli.

2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan 

dengan prinsip sewa.

3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

I. Prinsip Jual Beli (Ba’i)

Prinsip jual beli diadakan sehubungan dengan adanya perpidahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat 

keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas 

barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti :

a Pembiayaan Murabahah
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Murabahah adalah transaksi jual beli, dimana bank mendapat 

sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan 

nasabah menjadi pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual 

dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad 

jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama 

berlakunya akad.

b Salam 

Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, 

sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan 

secara tangguh. Dalam transaksi ini, bank menjadi pembeli dan 

nasabah menjadi penjual.

c Istishna

Alur transaksi Istishna mirip dengan Salam, hanya saja dalam 

Istishna, Bank dapat membayar harga pembelian dalam beberapa kali 

termin pembayaran. Istishna dalam bank syariah umumnya 

diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

II. Prinsip Sewa (Ijarah)

Secara prinsip, Ijarah sama dengan transaksi jual beli. Hanya saja yang 

menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada 

akhir masa sewa dapat saja diperjanjikan bahwa barang yang diambil 

manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antara Bank dan 

nasabah yang menyewanya (Ijarah muntahhiyah bittamlik/sewa yang 

diikuti dengan perpindahnya kepemilikan).
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III. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil 

adalah :

a Musyarakah 

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerja 

sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya 

baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal 

proyek kerjasama, dan secara bersama-sama pula mengelola proyek 

kerjasama tersebut.

b Mudarabah 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau 

deposan bertidak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai mudharib

(pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan 

murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank 

untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan 

dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

IV. Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga 

akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari 

keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad

pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya–biaya yang 
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dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini 

sekedar untuk menutupi biaya yang benar–benar timbul.

a Hiwalah (Alih Utang Piutang)

Hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek 

perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu 

supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya, sedangkan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa.

b Rahn

Dalam bahasa umum lebih dikenal dengan gadai. Tujuan akad Rahn

adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank 

dalam memberikan pembiayaan.

c Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji 

membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat 

penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada 

nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum 

keberangkatan Hajinya.

d Wakalah 

Wakalah adalah praktek perbankan syariah terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer 

uang.
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e Kafalah 

Kafalah dalam bahasa umum lebih dikenal dengan istilah Bank 

Garansi, yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban 

pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan 

sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai Rahn. Bank dapat pula 

menerima dana tersebut dengan prinsip Wadi’ah. Bank mendapatkan 

pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

B. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana dibank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan 

deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan 

dana masyarakat adalah wadi’ah dan mudharabah.

I. Wadi’ah 

Prinsip Wadi’ah yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah Wadiah 

Yad Dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam konsep 

Wadi’ah Yad Dhamanah, bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, 

akan tetapi bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dari dana yang 

dititipkan.

II. Mudharabah 

a Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah mudharabah yang tidak disertai dengan 

pembatasan penggunaan dana dari Sahibul Mal.

b Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet
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Dalam Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet adalah akad 

Mudharabah yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari 

Sahibul Mal untuk investasi–investasi tertentu.

c Mudharabah of Balance Sheet

Dalam Mudharabah of Balance Sheet, bank bertindak sebagai arranger, 

yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan 

menjadi mudharib.

III. Wakalah 

Wakalah dalam praktek perbankan syariah dilakukan apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

C. Jasa Perbankan

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada 

nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa 

perbankan tersebut antara lain, berupa :

a Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip Sharf, 

sepanjang dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil 

keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b Ijarah (Sewa)
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Jenis kegiatan Ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit 

box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank 

mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

1.4.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam 

rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidangan 

keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk 

menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank 

harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga 

tesebutlah bank memperoleh keuntungan. Sumber-sumber dana bank yaitu:

1. Dana Bank Itu Sendiri

Dana Bank Itu Sendiri adalah sumber dana bank yang bersumber dari bank 

itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal 

setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam 

portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka 

pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham 

lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekpansi, maka 

perusahaan dapat mengelurkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di 

pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari 

bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-

cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi.
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2. Dana Dari Masyarakat

Dana Dari Masyarakat adalah sumber dana ini merupaka sumber dana 

terpenting bagi kegiatan opersai suatu bank dan merupakan ukuran 

keberhasialan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. 

Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari 

masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat 

menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam 

beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak 

pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai 

pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, 

yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau 

kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand 

deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang 

berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

1. Rekening giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menerbitkan cek untuk penariakan tunai atau bilyet giro untuk 

pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran giro yaitu:



31

a. Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah 

uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.

b. Bilyet giro, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah 

bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal 

tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro 

dapat dibatalakan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan 

pembatalan.

c. Jasa giro, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran 

atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

2. Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau 

alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan 

bank

3. Dana Pinjaman 

a. Call Money

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman 

jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Sumner 

dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana 
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mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau 

adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b. Pinjaman Antar Bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh 

dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini 

dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana 

dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit 

yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang 

mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian 

dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu 

saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara 

lain :

a. Setoran Jaminan

Merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang 

menerima jasa-jasa tertentu dari bank.
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b. Dana Transfer 

adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank adalah pemindahan dana. 

Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai 

ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c. Surat Berharga Pasar Uang

adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan 

dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan 

menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, 

baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

1.5 Pengertian kliring

Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat 

di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-

surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah 

dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran 

giral.

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata kliring berasal dari bahasa inggris to 

clear (clearing) yang berarti membersihkan hutang-piutang antar bank yang 

terjadi pada hari itu. Jadi kliring adalah tatacara hutang-piutang dalam bentuk 

surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring 

dengan maksud agar perhitungan hutang-piutang itu terselenggara secara 

mudah, cepat, dan aman.
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Pengertian kliring menurut PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 

ialah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antara peserta 

kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang 

perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Data Keuangan Elektronik 

(DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. SKNBI merupakan singkatan dari 

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yaitu Sistem Kliring Bank Indonesia 

yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya 

dilakukan secara nasional.  

Penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor : 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem kliring 

Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI).    

.

1.6 Tujuan kliring

Dalam pelaksanaan kliring tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-

tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut yaitu memajukan dan memperlancar lalu 

lintas pembayaran giral, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang 

kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan, dan 

penyelesaian utang piutang secara aman, cepat dan efisien, serta merupakan salah 

satu pelayanan bank kepada para nasabah-nasabahnya.



35

1.7 Jenis-jenis sistem kliring

Berdasarkan sistem penyelenggarakannya, kliring dapat menggunakan:

1. Sistem Manual, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam 

pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring, dan pemilahan warkat 

dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

2. Sistem Semi Otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam 

pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara 

otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap 

peserta.

3. Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam 

pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh 

penyelenggara secara otomasi.

4. Sistem Elektronik, yaitu penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik yang 

selanjutnya disebut kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang 

dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan 

pada Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disetiap DKE disertai dengan 

penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada 

peserta penerima.
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1.8 Persyaratan menjadi peserta kliring

Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang berlaku saat ini, pihak 

yang dapat menjadi peserta SKNBI adalah Bank. Setiap bank dapat menjadi 

peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan 

persyaratan antara lain sebagai berikut: 

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank 

Indonesia. 

2. Lokasi kantor bank memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan 

SKNBI secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan PKL ( Penyelenggara 

Kliring Lokal )
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3. Telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia 

dengan bank sebagai peserta. 

4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, 

antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik main 

maupun backup.  


